
BUPATI SIMALUNGUN
PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN

NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM

DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIMALUNGUN,

: a. bahwa dengan diterapkannya Pola Pengelolaan Keuangan

1 Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum

Daerah Kabupaten Simalungun yang bertujuan untuk

meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat,

perlu adanya Kebijakan Akuntansi di Rumah Sakit Umum

Daerah Kabupaten Simalungun dalam rangka meningkatkan

kinerja produktifitas dan tertib administrasi pengelolaan

dana yang bersumber dari pendapatan / penerimaan Rumah

Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf “a” perlu menetakan Peraturan Bupati tentang

Kebijakan Akuntansi pada Badan Layanan Umum Daerah

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun.

Menimbang

; 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembgfran

Negara Republik Indonesia Tahun
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

! Mengingat

1956 Nomor 58,

1092) ;
2 . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) ;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400) ;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) ;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

, Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4574) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun

1 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Brang Milik
Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia
Nomor 4855) terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norfior
4614);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 3 Tahun
2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Simalungun Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun
2018 Nomor 3) ;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Simalungun Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi
Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten
Simalungun Tahun 2018 Nomor 4) ;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri
yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan;

Nomor 13 Tahun 2006

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
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19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 yang
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39
Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Bantuan Sosial dan Hibah yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;

rl 2 . Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 6 Tahun
2010 tentang Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun
2010 Nomor 6 Seri D Nomor 6) ;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015
tentang Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir
pada Pemerintah Daerah;

24. Keputusan Bupati Nomor 188.45/5558/ ORTA-2016 tentang
Keuangan BadanPenetapan Status Pola Pengelolaan

Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Titan
Rondahaim Pamatang Raya Kabupaten Simalungun;

25. Keputusan Bupati Nomor 188.45/5559/ ORTA-2016 tentang
Penetapan Status Pola Pengelolaan
Layanan Umum Daerah
Perdagangan Kabupaten Simalungun;

Keuangan Badan
Rumah Sakit Umum Daerah

26. Keputusan Bupati Nomor 188.45/ 0792/ RSUD/ 2017 tentang
Penetapan Status Pola Pengelolaan
Layanan Umum Daerah
Parapat Kabupaten Simalungun;

Keuangan Badan
Rumah Sakit Umum Daerah

MEMUTUSKAN :Menetapkan
PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT

UMUM DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN.
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Simalungun.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Simalungun.
4. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat

BLUD adalah Instansi di lingkungan Pemerintah Daerah
yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada
masyarakat berupa penyediaan barang dan /atau jasa yang
dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan
dalam melakukan kegiatannya, didasarkan pada prinsip
efisiensi dan produktivitas.

5. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun yang
selanjutnya disebut RSUD Kabupaten Simalungun adalah
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun.

6. Akuntansi adalah proses indentifikasi, pencatatan,
pengukuran, pengklasifikasian pengikhtisaran transaksi
dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta
penginterpretasian atas hasilnya.

7. Pemyataan Standar Akuntansi Keuangan, yang selanjutnya
disingkat PSAK adalah prinsip akuntansi yang ditetapkan
oleh Ikatan Profesi Akuntansi Indonesia dalam menyusun
dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas usaha.

8. Sistem Akuntansi BLUD adalah serangkaian proseclur
manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari proses
pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan
pelaporan keuangan BLUD.

9. Standar Akuntansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat
SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan
dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan
Pemerintah.

10. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban



BLUD berupa laporan Realisasi Anggaran, Laporan
Operasional/Aktivitas, Neraca, Laporan Arus Kas dan
Catatan atas Laporan Keuangan.

11. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang
menyajikan informasi tentang anggaran dan realisasi

anggaran BLUD secara tersanding yang menunjukkan

tingkat capaian target-target yang telah disepakati dalam

DPA.
12. Laporan Operasional/Aktivitas adalah laporan yang

menyajikan informasi tentang operasional BLUD mengenai

sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi

yang dikelola oleh BLUD.

13. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan

informasi arus masuk dan keluar kas selama periode

tertentu yang diklasifxkasikan berdasarkan aktivitas

operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pembiayaan.

14. Neraca adalah laporan yanag menyajikan informasi posisi

keuangan BLUD yaitu aset, utang dan ekuitas pada tanggal

tertentu.
15. Catatan atas laporan Keuangan adalah laporan yang

menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar

terinci atau analisa atas nilai suatu pos yang disajikan

dalam Laporan Realisasi Anggaran /Laporan Operasional,

Neraca, dan Laporan Arus Kas dalam rangka

pengungkapan yang memadai.
16. Bagan Rekening Standar adalah daftar perkiraan buku

besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis

untuk memudahkan perencanaan dan pelaksanaan

anggaran, beserta pembukuan dan pelaporan keuangan
1 pemerintah.

17. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi

keuangan yang diproses dengan beberapa sistem /siib
sistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang

sama.

18. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau

dimiliki oleh BLUD sebagai akibat dari peristiwa masa lalu

dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa



depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh BLUD
maupun oleh masyarakat serta dapat diukur dalam satuan
uang, termasuk sumber daya non keuangan yang
diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum
dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan
sejarah.

19. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa
lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar
sumber daya ekonomi BLUD.

20. Laporan Arus Kas adalah laporan yang meyajikan informasi
mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara
kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan

setara kas pada saat tangal pelaporan.

21. Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang

menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang
terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan

ekuitas akhir.

22. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar

akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan menjadi

sesuai dengan yang seharusnya.

23. Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir
periode untuk mengakui pos-pos seperti persediaan,
piutang, utang dan waktu yang lain yang berkaitan dengan

adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang belum di
cata.t pada transaksi berjalan atau pada periode yang
beijalan.

BAB II

KEBIJAKAN AKUNTANSI BLUD

Pasal 2

(1) Kebijakan Akuntansi BLUD pada RSUD Kabupaten
Simalungun mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan.

(2) Kebijakan akuntansi BLUD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas kebijakan akuntansi pelaporan
keuangan dan kebijakan akuntansi akun.



(3) Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) memuat penjelasan atas unsur-
unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan

dalam penyajian pelaporan keuangan.

(4) Kebijakan akuntansi akun sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) mengatur definisi, pengakuan, pengukuran,

penyajian dan pengungkapan transaksi atau peristiwa

sesuai dengan PSAK atas :

a. pemilihan metode akuntansi atas kebijakan akuntansi

dalam Standar Akuntansi Keuangan; dan

b. pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan akuntansi

dalam SAK.

Pasal 3

Kebijakan Akuntansi BLUD pada RSUD Kabupatqp

Simalungun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum

dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

BAB III

LAPORAN KEUANGAN

Pasal 4

Laporan Keuangan BLUD pada RSUD Kabupaten Simalungun

sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan

oleh Asosiasi Profesi Akuntansi Indonesia yang terdiri dari :

a. Neraca;

b. Laporan operasional;

c. Laporan arus kas; dan

d. Catatan atas laporan keuangan.



BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Simalungun.

Ditetapkan di Pamatang Raya
pada tanggal 31 jftNuAP-i 2019

BUPATI SIMALUNGUN,

dto

JR SARAGIH

Diundangkan di Pamatang Raya
Pada tanggal ^ JANUARY 2019
SEKR] KABUPATEN SIMALUNGUN,

Si
ss

> ^ »

HON PURBA

KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2019 NOMORBERITA DJ


